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KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah diperkenalkan suatu
sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan
akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja
mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan
kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, keberhasilan instansi pemerintah
diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas
penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan
anggaran tersebut.

Wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja
tersebut,disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan tahun 2019.
Laporan disusun dengan menyampaikan sasaran strategis dan indikator
utama Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pekalongan, dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian
kinerja. Laporan ini juga merupakan wujud transparasi Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan kewajiban sesuai
tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan Pendidikan dan
Pelatihan.

Selama tahun 2019, sejumlah target indikator kinerja utama yang
ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019
dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian

Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019. Laporan ini diharapkan



dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga evaluasi
atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan

koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang.

Kajen, Januari 2020
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BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pekalongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan

Pelatihan.

Agar mengoptimalkan peran Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan secara efektif dan efisien, maka perlu
adanya pengendalian serta tindak lanjut secara terpadu, komprehensif dan
berkesinambungan, sehingga akan mampu mendukung kebijakan
penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan senantiasa berpijak pada :

1. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil,

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,

4. Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pekalongan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang kepegawaian
daerah dan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.
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B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

a.

b.

Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian
serta pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Fungsi

1).Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah dan
pengembangan sumber daya manusia;

2).Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang
kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;

3).Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengadaan, pemberhentian
dan informasi, bidang mutasi dan promosi serta bidang pengembangan
kompetensi aparatur;

4).Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah dan
pengembangan sumber daya manusia;

5).Pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan

0).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pekalongan terdiri dari :

1)
2)

3)

Kepala Badan

Sekretariat, terdiri dari :

a). Subbag Perencanaan dan Keuangan

b).Subbag Umum dan Kepegawaian

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terdiri dari :
a). Subbid Pengadaan dan Pemberhentian;

b). Subbid Data dan Informasi; dan
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c). Subbid Fasilitasi Profesi ASN.
4) Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari :
a). Subbid Mutasi
b).Subbid Pengembangan Karier dan Promosi; dan
c). Subbid Kepangkatan
5) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari :
a).Subbid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja;
b).Subbid Disiplin dan Penghargaan; dan
c). Subbid Pendidikan dan Pelatihan
6) Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun Uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai
berikut :
1) Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas dan fungsi BKD DIKLAT.
2) Sekretariat
a). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
b). Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, keuangan, umum dan
kepegawaian.
Fungsi Sekretariat :
(1) Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi
serta pelaporan di bidang kepegawaian daerah;
(2) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
(3) Pengelolaan surat — menyurat, arsip, perlengkapan, rumah
Tangga, dan ketata laksanaan;
(4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
(5) Pelaksanaan tugas — tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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2.1 Sub Bagian Perencanaan dan keuangan, mempunyai tugas :
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan
pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,
evaluasi serta pelaporan;

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
Melaksanakan urusan surat - menyurat, ekspedisi, arsip,
Perlengkapan rumah tangga, perjalanan dinas, ketata laksanaan,
Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris, mempunyai tugas Berikut :
Melaksanakan proses perencanaan, pengadaan, pemberhentian calon ASN
dan pengelolaan informasi kepegawaian serta fasilitasi profesi ASN.

Fungsi :

(1) Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian calon ASN dan

informasi kepegawaian;

(2) Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk

pelaksanaan pengadaan pegawai ASN;

(3) Menyelenggarakan pengadaan pegawai ASN;

(4) Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai

ASN;

(5) Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian pegawai ASN;

(6) Memverifikasi database informasi kepegawaian;

(7) Mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;

(8) Menyusun daftar urutan kepangkatan (DUK);

(9) Memfasilitasi lembaga profesi ASN; dan

(10) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengadaan,

pemberhentian calon ASN dan pengelolaan informasi kepegawaian serta
fasilitasi profesi ASN.

3.1 Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, mempunyai tugas :

Merencanakan kebutuhan, merencanakan dan melaksanakan

pengadaan serta memproses dokumen pemberhentian calon ASN.
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3.2 Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas :
Melaksanakan pengelolaan, pengumpulan, penyimpanan dan penyajian

data serta informasi kepegawaian.

3.3 Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas :
Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan ASN,
mengelola  administrasi umum, kepegawaian dan = kegiatan
keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi
ASN serta mengoordinasikan tata hubungan kerja disetiap jenjang
kepengurusan.

4) Bidang Mutasi dan Promosi, mempunyai tugas : melaksanakan mutasi,
pengembangan karier dan promosi serta kepangkatan. Adapun Fungsinya
adalah sebagai berikut :

(1) Merumuskan kebijakan mutasi dan promosi;

(2) Menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;

(3) Mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;

(4) Memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;

(5
(6
(7

4.1 Sub Bidang Mutasi, mempunyai tugas :

) Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi;
) Menyelenggarakan proses pensiun pegawai ASN; dan
)

Menyelenggarakan proses usulan kenaikan pangkat PNS.

Merencanakan dan melaksanakan mutasi pegawai ASN

4.2 Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi,mempunyai tugas :
Menyusun pedoman pola pengembangan karier dengan menganalisis
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), menganalisis dan memuverifikasi
berkas usulan promosi, mengevaluasi dan pelaporan pengembangan
karir serta promosi.

4.3 Sub Bidang Kepangkatan, mempunyai tugas :
Membuat daftar penjagaan, memverifikasi berkas, mengusulkan
berkas kenaikan pangkat, memverifikasi draft keputusan kenaikan

pangkat, mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan.
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5) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan melalui sekretaris, mempunyai tugas merumuskan kebijakan
pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, disiplin pegawai ASN serta
penghargaan dan diklat.

Fungsi :

(1) Merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pengembangan
kompetensi, penilaian kinerja, disiplin pegawai ASN dan penghargaan;

(2) Mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan

(3) Merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan, diklat teknis
fungsional dan sertifikasi;

(4) Memverifikasi dan memproses Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian;

(5) Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai dan mengelola Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

(6) Merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan
penghargaan;

(7) Mengoordinir dan mengevaluasi hasil kegiatan penilaian kinerja;

(8) Memverifikasi dan mengkoordinasikan usulan pemberian
penghargaan;

(9) Memfasilitasi pelaksanaan diklat penjenjangan dan diklat teknis
fungsional; dan

(10) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan
kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan.

5.1 Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan penilaian Kinerja,
mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan
pengembangan kompetensi, mengoordinasikan dan kerjasama
pelaksanaan seleksi jabatan serta merencanakan dan memfasilitasi
kebutuhan diklat penjenjangan, diklat teknis fungsional dan sertifikasi.

5.2 Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan, mempunyai tugas melaksanakan

proses pembinaan disiplin dan penghargaan.
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5.3 Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan
pelaksanaan diklat penjenjangan, diklat prajabatan dan diklat teknis
fungsional.

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan memiliki sarana dan

prasarana terdiri dari :

Tabel. 1.1 Sarana dan Prasarana BKD DIKLAT Tahun 2019

No Nama Jumlah

1 | Genset 2 unit

2 | Pompa Air 1 buah

3 | Station Wagon 2 unit

4 | Sepeda Motor 8 unit

5 | Mesin Ketik 3 buah

6 | Lemari Besi Geser 1 buah

7 | Rak Server 1 buah

8 | Filling cabinet 43 buah

9 | Peti Uang 1 buah
10 | Papan Pengumuman 1 buah
11 | White Board 4 buah
12 | Fingerprint 1 buah
13 | Mesin Absensi 1 buah
14 | Proyektor 2 buah
15 | Lemari Kayu 17 buah
16 | Kursi Tunggu 2 buah
17 | Meja Rapat 6 buah
18 | Kursi Tamu 3 buah
19 | Kursi Lipat 30 buah
20 | Kursi Lipat Sandaran Tangan 100 buah
21 | Kursi Lipat 30 buah
22 | Meja Komputer 8 buah
23 | Mesin Potong Rumput 1 buah
24 | AC 16 unit
25 | Kipas Angin 3 buah
26 | TV 1 buah
27 | Wireless 2 unit
28 | Megaphone TOA 2 buah
29 | Tiang bendera 1 buah
30 | Tangga 1 buah
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31 | Dispenser 4 buah
32 | PC Unit 17 unit
33 | Laptop 3 unit
34 | Notebook 11 unit
35 | CPU 2 unit
36 | Hardisk Internal 1 buah
37 | Printer 20 buah
38 | Monitor 4 buah
39 | Scanner 1 buah
40 | Keyboard 1 buah
41 | Server 3 buah
42 | Routerboard 2 buah
43 | Server Hub Data 1 buah
44 | Simpeg 1 unit
45 | Website BKD 1 unit
46 | Switch 4 buah
47 | Wireless Acces Point 1 unit
48 | Meja Kerja Pejabat 17 buah
49 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural 30 buah
S50 | Meja Tamu ruang Kepala 1 buah
51 | Meja Tamu 1 buah
52 | Kursi Kerja Pejabat 19 buah
53 | Kursi Kerja Pegawai Nonstruktural 43 buah
54 | Lemari Perpustakaan 2 buah
55 | UPS 3 unit
56 | Kamera Digital 2 buah
57 | Slide Projector 1 unit
58 | Projector screen 1 buah
59 | Telephone 1 buah
60 | Faximile 1 buah
61 | Alat Pemadam Kebakaran 1 buah
62 | Gedung S unit
63 | Jaringan Listrik Gedung Kantor 1 unit

Total 500
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D. SUMBER DAYA MANUSIA
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pekalongan mempunyai kemampuan potensial dalam melaksanakan tugas
dibidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan antara lain :
1. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan = Kabupaten Pekalongan Per Desember 2019 saat ini
berjumlah 41 orang, kompetensi pegawai dapat dilihat dari tingkat

pendidikan, golongan, dan esselonering.

1.1.1 Menurut pendidikan formal sebagai berikut :

NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 2 3
1 S 2 6 orang
2 S1/DIV 21 orang
4 D III 7 orang
5 SLTA 6 orang
6 SD 1 orang
Jumlah 41 orang

1.1.2 Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :

NO | PENDIDIKAN PENJENJANGAN JUMLAH

1 2 3
1 Diklatpim II 1 Orang
2 Diklatpim III 1 Orang
3 Diklatpim IV 4 Orang
Jumlah 6 Orang
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1.1.3 Berdasarkan Golongan / Pangkat :

NO PANGKAT/ GOLONGAN JUMLAH
1 2 3
1 Pembina Utama Muda /IVc O orang
2 Pembina TK.I / IV b 1 orang
3 Pembina / IV a 2 orang
4 Penata TK. 1/ III d 7 orang
5 Penata / IIl ¢ 10 orang
6 Penata Muda TK. I/ III b 6 orang
7 Penata Muda/ III a 8 orang
8 Pengatur TK.I/ 11 d 2 orang
9 Pengatur / Il c 3 orang
10 Pengatur Muda Tk.I / II b 1 orang
Jumlah 40 orang
1.1.4 Berdasarkan Jabatan Eselon
NO Esselon JUMLAH
1 2 3
1. IIb 1
2. I a 1
3. III b 2
4. IV a 9
Jumlah 13
1.1.6 Berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH
1 Laki-Laki 26
2 Perempuan 15
Jumlah 41
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
1. VI S I BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TERPILIH

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius

dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal.

2. M I S I BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TERPILIH

a.

Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan

berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan,

. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat,

Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang
lebih baik,

Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan
berakhlak,

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada
pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan,

Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya
saing daerah,

Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan selaku unsur pelaksana pemerintah daerah
akan mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Pekalongan, setelah ditelaah Badan Kepegawaian Daerah
dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan terkait dengan
misi ke-4 yaitu Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang
profesional, bersih dan berakhlak dengan tujuan meningkatkan
kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup
unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara.
Adapun sasaran dari tujuan tersebut yang berkaitan dengan Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan adalah
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meningkatnya kualitas manajemen aparatur sipil negara (ASN) sesuai
arah reformasi birokrasi.
3. TUJUAN

a. Meningkatkan tata kelola administrasi kepegawaian secara tertib
berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatnya tertib
administrasi dan pelayanan yang prima serta berbasis teknologi
informasi,

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perangkat
daerah yang profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas sumber
daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan,
Diklat teknis dan Diklat Jabatan Fungsional tertentu.

4. SASARAN

a. Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian secara tertib
berbasis teknologi informasi,

b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur melalui diklat

kepemimpinan, diklat jabatan fungsional tertentu dan diklat teknis.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat
diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional
yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan,
maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap
sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja
pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Pekalongan dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2016 - 2021

TARGET KINERJA TUJUAN PADA

No. TUJUAN SASARAN H;RISI/{\ARTAONR FORMULASI INDIKATOR 2016 TAHUN KE -
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. Meningkatkan Meningkatnya tata Persentase aplikasi Jml aplk. pelayanan yang telah diimplementasikan x 100% 37,5 62,5 75 75 100 100
Tata Kelola kelola administrasi pelayanan Jml aplikasi pelayanan bidang kepegawaian
Administrasi kepegawaian secara | administrasi
Kepegawaian tertib berbasis kepegawaian yang
secara Tertib teknologi informasi | diimplementasikan
berbasis
teknologi
informasi
2. Meningkatkkan Meningkatnya Persentase Aparatur Jml ASN vang telah mengikuti diklat x 100 % 30 30,99 50 65 70 70
kualitas sumber kualitas sumber Sipil Negara yang Jml ASN se Kabupaten Pekalongan
daya manusia daya manusia telah mengikuti
aparatur aparatur melalui diklat
perangkat pelaksanaan Diklat
daerah yang Kepemimpinan,
profesional Diklat Jabatan
Fungsional
Tertentu dan Diklat
Teknis
Persentase ASN yang | Jml Pejabat yang telah mengikuti Penilaian Potensi dan 3 3,09 69 70 75 75
menduduki jabatan Kompetensi Pejabat Aparatur x 100 %
sesuai Jml total ASN yang menduduki Jabatan
kompetensinya
Persentase Pejabat Jml Pejabat yang telah mengikuti diklatpim x 100 % 50 51,19 55 55 55 55
yang mengikuti Jml total ASN yang menduduki Jabatan
diklatpim
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5. STRATEGI
5.1 Kebijakan
1) Mewujudkan pelayanan kepegawaian dengan sistem kepegawaian
yang dapat diakses pada Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
2) Mewujudkan aparatur sipil yang handal dan profesional,
3) Mengembangkan sumber daya aparatur yang kompeten, berkinerja
tinggi dan sistem pembinaan karir yang terbuka.
5.2 Program
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6) Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

6. KEGIATAN
Uraian tentang perincian kegiatan berdasarkan jenis program dapat kami
jabarkan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
dinas/operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

o o

Penyediaan Alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5 o

Penyediaan Makanan dan Minuman

—

Rapat — rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

j- Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional
c. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
d. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas Jabatan
e. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor
f. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a. Pengelolaan LHKPN
b. Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a. Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

b. Promosi dan Mutasi Pegawai

c. Penyusunan Formasi Pegawai

d. Pembinaan Kepegawaian SKPD

e. Pengadaan ASN

f. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

g. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah
h. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

—e

Diklat Kepemimpinan
j- Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Aparatur Sipil Negara
(ASN)
k. Administrasi Mutasi Kepegawaian
1. Diklat Teknis Pemerintahan
m. Penilaian Indeks Profesionalitas Pegawai ASN dan Penyusunan
Laporan Penilaian Prestasi Kerja ASN
6. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
a. Implementasi SIMPEG Online, Rekonsiliasi database, E-File dan Tata
Naskah Kepegawaian

b. Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg
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B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan wujud dari komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel maka Kepala Badan Kepegawaian

Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan pada tahun

2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Pekalongan guna

mewujudkan kinerja yang terlampir pada lampiran perjanjian ini.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan
kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja
penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Berikut ringkasan sasaran, indikator dan rencana tingkat capaian (target)

pada BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan tahun 2019 :

1. Sasaran, Indikator dan Rencana Tingkat Capaian ( target )

Sasaran Indikator Target (%)
1 2 3
1.Meningkatnya Persentase pengembangan 75
Tata Kelola aplikasi pelayanan administrasi
Administrasi kepegawaian
Kepegawaian
Secara Tertib
Berbasis
Teknologi
Informasi
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2.Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Aparatur Melalui
Pelaksanaan
Diklat
Kepemimpinan,
Diklat Jabatan
Fungsional
Tertentu Dan
Diklat Teknis

1) Persentase Aparatur Sipil Negara 65
Yang Telah Mengikuti Diklat

2) Persentase ASN Yang Menduduki 70
Jabatan Sesuai Kompetensinya
3) Persentase Pejabat Yang 55

Mengikuti Diklatpim

2. Sasaran dan Kegiatan

Tertib Berbasis

Teknologi Informasi

Sasaran Program Kegiatan
1 2 3
1.Meningkatnya Tata | Program  Pelayanan |1) Implementasi SIMPEG
Kelola Administrasi | Administrasi Online, Rekonsiliasi
Kepegawaian secara | Kepegawaian Database, E-File dan Tata

Naskah Kepegawaian

2) Pengusulan Karis, Karsu

Aparatur Melalui
Pelaksanaan Diklat
Kepemimpinan,

Diklat Jabatan
Fungsional Tertentu

Dan Diklat Teknis

dan Karpeg
2.Meningkatnya 1. Program 1) Penyelesaian Usulan
Kualitas Sumber Pembinaan dan Kenaikan Pangkat dan
Pengembangan
Daya Manusia | Aparatur Pensiun

2. Program

Peningkatan Disiplin 2) Promosi dan Mutasi
Aparatur Pegawai
3) Penyusunan Formasi
Pegawai

4) Pembinaan Kepegawaian
SKPD

S5) Pengadaan ASN

0) Seleksi JPT

7) Ujian Dinas dan Ujian
Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah
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8) Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Bagi Calon
PNS Daerah

0) Diklat Kepemimpinan

10) Penilaian Potensi dan

Kompetensi Pejabat ASN

11) Administrasi Mutasi
Kepegawaian

12) Diklat Teknis
Pemerintahan

13) Penilaian Indeks
Profesionalitas Pegawai

ASN dan Penyusunan
Laporan Penilaian
Prestasi Kerja ASN

14) Pengelolaan LHKPN

15) Penanganan Pelanggaran
Disiplin dan Pembinaan

PNS
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pekalongan adalah perwujudan kewajiban Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan Tahun 2018
tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Indikator kinerja sasaran yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau
kegagalan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dapat

diidentifikasikan sebagai berikut :

< e %
. Rencana | Realisasi o
Indikator . . Realisasi
Capaian Capaian .
Capaian
1 2 3
1. Persentase Pengembangan Aplikasi 75 75 100 %
administrasi Kepegawaian
2. Persentase Aparatur Sipil Negara 65 66.31 102.02 %
Yang Telah Mengikuti Diklat
3. Persentase ASN Yang Menduduki 70 67.25 96.07 %
Jabatan Sesuai Kompetensinya
4. Persentase Pejabat Yang Mengikuti 55 37.96 69.01 %
Diklatpim
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2. Skala Penilaian

Dari pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja, hasilnya dikategorikan

sesuai skala penilaian seperti tersebut di bawah ini :

1. Kurang dari 55 : Kurang
2.55s.d 74 : Cukup
3.75s.d 100 : Baik

4. Lebih dari 100 :  Sangat Baik

Hasil pengukuran kinerja untuk tahun 2019 di BKD DIKLAT Kabupaten

Pekalongan menunjukan rata — rata capaian kinerja 2 ( empat ) sasaran adalah
94.52 % (baik).

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No. SASARAN % Realisasi

1. | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian 100 %

Secara Tertib Berbasis Teknologi Informasi

2. | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 89.03 %

Aparatur Melalui Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan,

Diklat Jabatan Fungsional Tertentu, dan Diklat Teknis

Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran-
sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan Pencapaian

kinerja seluruh sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

i.Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian Secara
Tertib Berbasis Teknologi Informasi

Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 100 % dalam usaha

mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah dan Pelatihan Kabupaten

Pekalongan mempunyai 1 ( satu ) indikator kinerja pencapaian sasaran

seperti nampak dalam tabel berikut ini :
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Tahun | Tahun

5017 5018 Tahun 2019
No. | Indikator Sasaran peor/;ca peor/;)ca %

. . Target Realisasi | Pencapaian
paian | paian Target
target | target

1 2 3 4 S 6
1. Persentase 80 75 75 75 100
pengembangan
aplikasi pelayanan
administrasi
kepegawaian
Rata — Rata

Dari Tabel tersebut nampak bahwa indikator berhasil mendekati mencapai
capaian kinerja sebesar 100 %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut
diatas masuk dalam kategori baik. SIMPEG dan Aplikasi pengembangannya
yang berbasis teknologi informasi meningkatkan tata kelola administrasi
kepegawaian secara lebih aplikatif dan transparan sehingga segala bentuk
data kepegawaian yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan
berkaitan dengan kebijakan kepegawaian dapat dilakukan dengan cepat,
akurat dan tepat guna sesuai yang diharapkan.

Pada Tahun 2019 direncanakan pengembangan aplikasi pelayanan
kepegawaian akan selesai akan tetapi dua aplikasi layanan kepegawaian
yang akan diimplementasikan sudah menjadi project dari BKN dengan
demikian target kinerja tetap yaitu 75 %, dan pada tahun yang akan
datang sesuai dengan reviu renstra  yang  terbaru akan
mengimplementasikan 4 aplikasi layanan kepegawaian yaitu

1. MBATIK Pekalongan ( MoBile Aplikasi Terintegrasi Informasi
Kepegawaian ) yaitu Aplikasi berbasis android untuk mengetahui
informasi kepegawaian ASN Kabupaten Pekalongan dimana ASN bisa
mengetahui regulasi ataupun informasi - informasi terbaru terkait
kepegawaian, ASN bisa memantau alur pengusulan layanan

administrasi kepegawaian secara online, serta ASN bisa melihat data
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kepegawaian masing — masing dan mengusulkan jika ada update
terbaru melalui admin kepegawaian pada tiap — tiap unit kerja.

2. Portal Layanan Kepegawaian Satu Pintu
Aplikasi pelayanan administrasi kepegawaian dengan Single Sign On
sehingga mempermudah pengguna untuk mengakses aplikasi-aplikasi
yang disediakan BKD Diklat Kabupaten Pekalongan.

3. Website BKD terintegrasi dengan SIMPEG
Laman resmi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pekalongan yang menampilkan informasi-
informasi terkini terkait kepegawaian dengan menyajikan data statistik
kepegawaian secara terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian.

4. Cetak SK Mutasi dan Jabatan lewat SIMPEG terintegrasi
Proses pencetakan yang selama ini masih menggunakan manual excel
dan word dalam pengentrian datanya sehingga terkadang masih
muncul kesalahan. Diharapkan dengan adanya system yang sudah

terintegrasi dengan Simpeg, kesalahan data tersebut bisa diminimalisir.

Sasaran yang pertama dikategorikan baik jika dibandingkan dengan
target dalam renstra karena capaiannya mencapai 100%. Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang di implementasikan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat beroperasi dalam
jaringan online dengan sistem intranet maupun internet (web based
application). Pengolahan data kepegawaian bisa dilaksanakan setiap saat
melalui proses diseminasi dan empowerment bagi para admin kepegawaian
yang terpisah pada masing — masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pengolahan data
kepegawaian tersebut dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan
sehingga setiap saat pula dapat dilakukan konsolidasi data keseluruhan
secara otomatis dengan BKD DIKLAT Kabupaten Pekalongan sebagai

leading sektor.
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SIMPEG pada dasarnya merupakan suatu sistem informasi
manajemen kepegawaian yang diperlukan untuk meningkatkan
keterbukaan informasi, mempermudah pekerjaan, alat analisis serta alat
formulasi kebijakan dimana implementasinya di bidang sumber daya
manusia (Pegawai Negeri Sipil) melalui sistem komputerisasi database
kepegawaian. SIMPEG merupakan aset informasi berupa sekumpulan
pengetahuan yang diatur dan dikelola sebagai satu kesatuan oleh
organisasi sehingga dapat dipahami, dibagikan, dilindungi dan dapat
dimanfaatkan dengan baik terkait pengambilan keputusan bagi pimpinan.
Selain itu, penyempurnaan aplikasi SIMPEG Online tersebut tidak
seharusnya berhenti disini dan harus selalu dilakukan ekspansi di setiap
sisinya demi terwujudnya database dan arsip kepegawaian yang tertib dan
profesional.

Anggaran yang digunakan tahun 2019 sebesar Rp 155.040.557,- (
Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh
Tujuh Rupiah) atau 99,07 % dari total pagu anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp 156.500.000,- ( Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah ) dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran
sebesar Rp 1.459.443,- ( Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan
Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah )

Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan program dan kegiatan
sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian,dengan kegiatan :
a) Implementasi SIMPEG Online, Rekonsiliasi database, E-File dan
Tata Naskah Kepegawaian

b) Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg
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ii. Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan

Diklat Kepemimpinan, Diklat Jabatan Fungsional Tertentu dan Diklat

Teknis

Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 89.03 % dalam

usaha mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan mempunyai 3 ( tiga ) indikator

kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

Tahun

Tahun

5017 5018 Tahun 2019
No. Indikator Sasaran 7o 7 %
per.lca per.lca Target Realisasi | Pencapaian
paian | paian Target
target | target
1 2 3 4 5 6
1. Persentase Aparatur | 62.70 | 86,42 65 66.31 102.02 %
Sipil Negara Yang
Telah Mengikuti
Diklat
2. Persentase ASN Yang | 100 56,64 70 67.25 96.07 %
Menduduki Jabatan
Sesuai
Kompetensinya
3. Persentase  Pejabat| 100 91,65 S5 37.96 69.01 %
Yang Mengikuti
Diklatpim
Rata — rata 89.03 %

Dari Tabel tersebut nampak bahwa 3 indikator berhasil mencapai

capaian kinerja 89.03 %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas

masuk dalam kategori berhasil karena rata — rata capaian indikator kinerja

masih diatas 75 % dikategorikan baik.

Sasaran yang kedua dikategorikan baik karena mencapai capaian

diatas 75 %, hal ini dikarenakan perencanaan direncakanan secara baik.

Hambatan dan kendala yang dihadapi untuk sasaran yang keempat ini

misalnya ada beberapa kegiatan yang masih berhubungan dengan
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng dalam pelaksanaan
kegiatannya sehingga terkadang target yang telah ditetapkan capaiannya
tidak maksimal. Ada salah satu indikator hanya mencapai 67.25 % ini
dikarenakan pada tahun 2019 kegiatan Diklat Kepemimpinan hanya
mengirimkan 32 orang pejabat struktural akan tetapi di tahun 2019
pejabat yang telah mengikuti diklatpim ada yang telah pensiun di tahun
2019 sehingga total pejabat yang telah mengikuti diklatpim pada akhir
2019 sebanyak 259 orang. Alternatif solusi yang digunakan misalnya
mengacu dari kegiatan pada tahun sebelumnya dan melaksanakan
konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta memaksimalkan
penggunaan anggaran agar tepat guna dan bermanfaat sehingga capaian
kinerja dapat sesuai target yang telah direncanakan.

Anggaran yang digunakan pada sasaran kedua tahun 2019 sebesar
Rp 6.046.409.058,- ( Enam Milyar Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus
Sembilan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah ) atau 91,56 % dari pagu
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6.603.704.600,- ( Enam Milyar Enam
Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah ) dengan
demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran Rp 557.295.542,- ( Lima
Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima
Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ).

Dalam rangka mencapai sasaran yang kedua Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan program dan kegiatan
sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan :

a) Pengelolaan LHKPN

b) Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan :

a) Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

b) Promosi dan Mutasi

c) Penyusunan Formasi Pegawai

d) Pembinaan Kepegawaian SKPD
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e) Pengadaan Aparatur Sipil Negara

f) Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

g) Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah

h) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

i) Diklat Kepemimpinan

j) Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat ASN

k) Administrasi Mutasi Kepegawaian

1) Diklat Teknis Pemerintahan

m) Penilaian Indeks Profesionalitas Pegawai ASN dan Penyusunan

Laporan Penilaian Prestasi Kerja ASN

Pencapaian kedua sasaran tersebut didukung oleh Program — program rutin yang

dilaksanakan pada BKD DIKLAT Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

o P

o o

5o o

—e

j-

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

. Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat — rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a.
b.
C.

d.

€.

f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
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a. Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS

Anggaran yang digunakan untuk mendukung kedua sasaran tahun
2019 sebesar Rp 673.518.372,- ( Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima
Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah ) atau 92,43%

dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 728.702.600,- ( Tujuh Ratus

Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah ) dengan

demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran Rp 55.184.228,- ( Lima Puluh

Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan

Rupiah ).

Perbandingan capaian LKjIP tahun 2019 dengan tahun lalu (2017 dan 2018)

adalah sebagai berikut :

%

Y%

%

No. Capaian | Capaian | Capaian %
SASARAN Tahun Tahun Tahun | Naik/turun
2017 2018 2019
1. | Meningkatnya Tata Kelola 80 100 100 -
Administrasi Kepegawaian
Secara Tertib Berbasis
Teknologi Informasi
2. | Meningkatnya Kualitas | 86,90 78,24 89.03 10.79
Sumber Daya Manusia
Aparatur Melalui
Pelaksanaan Diklat
Kepemimpinan, Diklat
Jabatan Fungsional
Tertentu, dan Diklat
Teknis
Skor Capaian 89.12 94.52
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. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pada Badan Kepegawaian

Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan didukung oleh

APBD Kabupaten Pekalongan melalui :

L

Anggaran Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Pekalongan Tahun

2019
Anggaran Realisasi
Uraian
Nilai (Rp) Nilai (Rp) %
1 2 3 4
Belanja Administrasi Umum
Belanja Pegawai/ Personalia 3.575.921.000,- | 3.345.713.764,- | 93,56
Gaji dan Tunjangan Pegawai
Jumlah 3.575.921.000,- | 3.345.713.764,- | 93,56
II. Anggaran Belanja Langsung
Anggaran Realisasi
Uraian
Nilai (Rp) Nilai (Rp) %
1 2 3 4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa 128.000.000,- 119.148.300,- | 93,08
Komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2. Kegiatan Penyediaan Jasa 4.0000.000,- 2.313.200,- | 57,83
Perizinan Kendaraan
dinas/operasional
3. Kegiatan Penyediaan Jasa 65.620.000,- 65.590.000,- | 99,95
Administrasi Keuanga
4. Kegiatan Penyediaan ATK 57.200.000,- 51.394.200,- | 89,85
5. Kegiatan Penyediaan Barang 50.000.000,- 48.444.000,- | 96,89
Cetakan dan Penggandaan
6. Kegiatan Penyediaan 4.400.000,- 2.388.000,- | 54,27
Komponen Instalasi listrik/
Penerangan Kantor
7. Kegiatan Peralatan Rumah 12.000.000,- 11.879.000,- | 98,99
tangga
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8. Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman

30.240.000,-

24.627.600,-

81,44

9. Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah

110.000.000,-

108.437.231,-

98,58

10. Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga Teknis/ Administrasi

22.162.600,-

21.999.532,-

99,00

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor

1. Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Gedung
Kantor

60.000.000,-

47.414.600,-

79,02

2. Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

25.000.000,-

21.734.512,-

86,94

3. Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Mebeleur

7.760.000,-

7.754.000,-

99,92

4. Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas Jabatan

32.500.000,-

23.889.446,-

73,51

5. Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Peralatan dan
perlengkapan Kantor

35.550.000,-

33.322.000,-

93,73

6. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

24.780.000,-

24.780.000,-

100

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

1. Kegiatan Pengelolaan LHKPN

39.107.000,-

37.538.770,-

95,99

2. Kegiatan Penanganan
Pelanggaran Disiplin dan
Pembinaan PNS

42.670.000,-

40.351.485,-

94,57

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

1. Kegiatan Diklat Fungsional,
Bintek, Seminar bagi PNS

59.490.000,-

58.432.719,-

98,22

Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

1. Kegiatan Penyelesaian
usulan Kenaikan Pangkat
dan Pensiun

59.920.000,-

58.871.463,-

98,25

2. Kegiatan Promosi dan
Mutasi Pegawai

209.285.000,-

186.331.246,-

89,03
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3. Kegiatan Penyusunan
Formasi Pegawai

38.000.000,-

37.626.171,-

99,02

4. Kegiatan Pembinaan
Kepegawaian SKPD

27.300.000,-

25.038.000,-

91,71

5. Kegiatan Pengadaan ASN

800.000.000,-

376.561.367,-

47,07

6. Kegiatan Seleksi Jabatan

Pimpinan Tinggi

500.000.000,-

406.609.220,-

81,32

7. Kegiatan Ujian Dinas dan
Ujian  Kenaikan  Pangkat
Penyesuaian Ijazah

46.268.600,-

44.126.000,-

95,37

dan
Bagi

8. Kegiatan Pendidikan
Pelatihan Prajabatan
Calon PNS Daerah

3.533.000.000,-

3.529.837.312,-

99,91

9. Kegiatan Diklat

Kepemimpinan

977.782.000,-

976.335.266,-

99,85

10.Kegiatan Penilaian Potensi
dan  Kompetensi  Pejabat
Aparatur Sipil Negara (ASN)

271.602.000,-

269.537.432,-

99,24

11.Kegiatan Administrasi Mutasi
Kepegawaian

35.000.000,-

34.891.500,-

99,69

12.Kegiatan Diklat Teknis

Pemerintahan

3.460.000,-

3.460.000,-

100

13.Kegiatan Penilaian Indeks
Profesionalitas Pegawai ASN
dan Penyusunan Laporan
Penilaian Prestasi Kerja ASN

20.310.000,-

19.293.826,-

95,00

Program Pelayanan
Administrasi Kepegawaian

1. Kegiatan Implementasi
SIMPEG Online, Rekonsiliasi
data base dan Tata Naskah
Kepegawaian

112.000.000,-

111.889.557,-

99,90

2. Kegiatan Pengusulan Karis,
Karsu dan Karpeg

44.500.000,-

43.151.000,-

96,97

Jumlah

11.064.828.200,-

10.220.681.751,-

92,37
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan disusun dalam rangka
perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pekalongan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Pencapaian kinerja Badan kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pekalongan tahun 2019 dengan menggunakan indikator

kinerja yang telah dirumuskan mencapai nilai 94.52 % dengan katagori baik.

B. TINDJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN
SERTA STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pekalongan, secara terus menerus dilakukan

peningkatan manajemen serta ditempuh upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memantapkan dan menetapkan secara formal rencana strategis Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan
kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan,

2. Melakukan pengembangan perencanaan strategik sesuai dengan
perkembangan perubahan lingkungan strategik dan pelaksanaan strategik
dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten

Pekalongan,
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3. Menyusun rencana aksi yang akan dilakukan pada tiap sasaran yang telah
ditentukan sesuai renstra BKD DIKLAT,
4. Meningkatkan sinergi perencanaan , pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan agar diperoleh kinerja yang bertanggung jawab.
C. PENGHARGAAN YANG DIRAIH BAIK TINGKAT PROVINSI MAUPUN
NASIONAL

Tingkat Prestasi /
No Prestasi / Penghargaan Penghargaan
Provinsi | Nasional
1. Penghargaan Ananta Paramesti \Y 2019
kepada Pemerintah Kabupaten
Pekalongan sebagai Kabupaten /
Kota Teraktif 2 dalam publikasi
kegiatan Pengembangan
Kompetensi melalui media social
Tahun 2019

2. Piagam Penghargaan Nomor : \Y 2019
12.6/KEP/2019 sebagai Instansi
yang menggunakan metode
Computer Assisted Test (CAT)
Badan Kepegawaian Negara
dalam pelaksanaan seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Ket

D. PERMASALAHAN / KENDALA

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan
Tahun 2019, antara lain :
1. Pelayanan Kepegawaian dibidang Mutasi dan Promosi, kendala yang

dihadapi sebagai berikut :
a. Usulan Kenaikan Pangkat terlambat dari jadwal,
b. Tanggal penetapan PAK JFT yang mendekati jadwal pengusulan
Kenaikan Pangkat,
c. Pengusulan berkas Pensiun dan Kenaikan Pangkat tidak lengkap,
d. Kenaikan Pangkat dengan Penyesuaian Ijazah tidak linier dengan

ijjazah yang ada,
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e. Waktu Pengajuan Kenaikan Jabatan Fungsional yang sering
bersamaan/berdekatan dengan pengajuan Kenaikan Pangkat.
2. Pelayanan Kepegawaian dibidang Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi Pegawai, kendala yang dihadapi sebagai berikut :

a.

Belum optimalnya pelayanan usulan penetapan tewas / kecelakaan
kerja,

Pelayanan Taperum ASN yang belum dapat dilakukan oleh BP
Tapera,

Jadwal pelaksanaan pengadaan CPNS tidak dapat dipastikan
(mundur) sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran tidak
optimal,

Penetapan formasi Menpan tidak sesuai dengan formasi yang
diusulkan,

Tidak adanya fasilitasi ujian CPNS oleh Pemprov Jateng,

Adanya perbedaan data kepegawaian antara SIMPEG Kabupaten
Pekalongan dengan SAPK Badan Kepegawaian Negara,

Belum optimalnya penyebaran informasi tentang kepegawaian

kepada masyarakat.

E. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DIMASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial

dimasa mendatang antara lain:

1. Pengembangan ruang pelayanan satu pintu dan pelayanan kepegawaian

secara online berbasis teknologi informasi yang dapat diakses seluruh ASN

di Kabupaten Pekalongan,

2. Pemetaan PNS yang berpotensial untuk menduduki Jabatan Pimpinan

Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pekalongan dengan melaksanakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui

mekanisme talent pool dan sistem CAT,

3. Penataan PNS sesuai dengan potensi dan kompetensi serta pemetaan

jabatan yang telah ditetapkan pada seluruh Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
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4. Menfasilitasi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan yang akan mengikuti Pendidikan dan pelatihan
teknis, fungsional serta diklat sesuai kebutuhan ASN,

5. Sosialisasi rutin tentang Pelayanan Kepegawaian dan Peraturan
Kepegawaian yang terbaru kepada seluruh pejabat yang menangani pada

masing — masing PD.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pekalongan Tahun 2019, mudah-mudahan Laporan ini dapat menjadi bahan

pertimbangan /evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Kajen, Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PEKALONGAN

WIRYO SANTOSO,S.IP.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650306 198610 1 002
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LAMPIRAN
1. Matrik Capaian Kinerja SKPD (tahun 2019) yang terkait dengan
RENSTRA SKPD
2. RENSTRA SKPD (2016-2021)
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
4. Fotocopy Piagam Penghargaan Tahun 2019
5. DPA Penetapan dan Perubahan (tahun 2019)

6. SK Penyusunan LKjIP PD (tahun 2019)
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MATRIK REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD
YANG TERKAIT DENGAN RENSTRA SKPD

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PEKALONGAN

Kepegawaian Secara Tertib Berbasis
Teknologi Informasi

capaiannya mencapai 100%. Hambatan dan Kendala pada Tahun 2019 direncanakan pengembangan
aplikasi pelayanan kepegawaian akan selesai akan tetapi dua aplikasi layanan kepegawaian yang akan
diimplementasikan sudah menjadi project dari BKN dengan demikian target kinerja tetap yaitu 75 %,

dan pada tahun yang akan datang sesuai dengan reviu renstra yang terbaru akan mengimplementasikan

4 aplikasi layanan kepegawaian yaitu

1.MBATIK Pekalongan ( MoBile Aplikasi Terintegrasi Informasi Kepegawaian ), 2. Portal Layanan
Kepegawaian Satu Pintu, 3.Website BKD terintegrasi dengan SIMPEG, 4.Cetak SK Mutasi dan Jabatan

lewat SIMPEG terintegrasi.

Capaian
. . L Tahun 201
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun ahun 2019
2018 Target | Realisasi |% Capaian
(Y 2 (©) (4) ®) (6) @)
1|Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Persentase pengembangan aplikasi pelayanan administrasi 100,00% 75 75| 100,00%
Kepegawaian Secara Tertib Berbasis kepegawaian
Teknologi Informasi
2 |Meningkatnya Kualitas Sumber Daya 78,24% 89,85%
Manusia Aparatur Melalui Pelaksanaan
Diklat Kepemimpinan, Diklat Jabatan Persentase Aparatur Sipil Negara Yang Telah Mengikuti 86,42% 65 69,23 | 106,51%
Fungsional Tertentu Dan Diklat Teknis Diklat
Persentase ASN Yang Menduduki Jabatan Sesuai 56,64% 70 66,08 94,40%
Kompetensinya
Persentase Pejabat Yang Mengikuti Diklatpim 91,65% 55 37,76 68,65%
Rata - Rata Capaian Empat Sasaran 89,12% 94,93%
I EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
1 Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Sasaran yang ketiga dikategorikan baik jika dibandingkan dengan target dalam renstra karena
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